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ORMNTASI DI]NIA KERJA
DALAM PROSES DAI{ STATUS AI(REI}ITASI SMK

Oleh:
Sukamto

Abstrak
Problematika kesenjangan antara dunra pendidikan dan kebutuhan

dunia keqa mempunvai dimensi \ang sangat ma-1emuk. Pertimbangan
untuk rnengambil kebijalian tentang pnoritas pengembangan berbagar
jenis dan jen;ang pendidikan. sistem pemantauan dan evaluasi krnerla
sekolah. dan indikator bakumutu .yaxg responsif terhadap kebutuhan
dunia usaha dan industri merupakan faktor-faklor vang divakini dapat
rnenjembatani kesenjangan tersebut. Tulisan ini mengemukakan
kelemahan sistem akreditasi sederhana berdasarkan nilai sisua yang
banyak dipakai untuk menilai keberhasilan sekolah selama ini. dan
mengulas lebih rinci pedoman akreditasi yang sudah ada. Dengan
sedikit tambahan aspek penilaian sekolah. sistem akreditasi ini kalau
dilaksanakan dengan cermat dan obyektif akan men\umbang secara
signifikan usaha untuk menyesuaikan dan mengaitkan keluaran dunia
pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pendahuluan

Pada tahap-t hap awal era industnalisasi di Indonesia. perma-

salahan mrsmatch antara keluaran sistem pendidikan dengan kebutuhan

dunia kerla mendapat sorotan tajam dari masl'arakat. Kesenjangan vang

terjadi menyangkut berbagai dimensi. antara lain kesesuaian jenis. JenJang

dan isi substantif kurikulurn pendidikan dan pelatihan r.ang dilaksanakan di

sekolah. Hal ini antara lain disebabkan tidak tersedranva informasi dan

dunia usaha dan industn 1,ang dapat langsung drlabarkan menjadr kebrlakan

strategrs di tingkat makro maupun kebrlakan operasional di trngkat yang

tebih mikro. Apabila pcrsoalan-persoalar inr tidak segera mendapat

pemecahan, akan mempunl'ai efek iangka pan1ang 1,ang berlarut-larut dar
rnenladi lingkaran permasalahan ),ang lebih serius. Terutama dalam srtuilsl
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Orientasi Dunio Kerja dalam Proses dan Status Akreditasi SMK

krisis yang melanda dunia industri dan mempunyai dampak langsung pada

ketenagakerjaan akhir-akhir ini, kualitas dan kesesuaian sumberdaya

manusia menjadi tolok ukur efisiensi dan jaminan satu-satunya kelangsung-

an eksistensi dunia usaha dan industri. Implikasi yang langsung bagi dunia

pendidikan adalah kesiapan dan kemampuan sekolah untuk hanya

menghasilkan lulusan yang benar-benar mempunyai kapasitas sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yang akan menyerapnya.

Pengamatan di lapangan maupun berbagai data proyeksi perenca-

naan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (lihat misalnya: McMahon, dkk.

:1992 dan Boedionoo, dkk.: 1992) menunjukkan batrwa ditinjau dari

prospek kebutuhan maupun kelayakan ekonomisnya, pendidikan menengah

kejuruan masih merupakan investasi yang cukup baik seb4gai sarana

mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah yang nantinya

diharapkan mengisi kebutuhan tenaga pembangunan pada masa duapuluh

lima tahun mendatang. Tentu saja untuk lebih memberikan jaminan

keberhasilan, pengembangan pendidikan menengah kejuruan tersebut harus

dilengkapi deng,an pranata dan perangkat penilaian kinerja sekolah dan

pengembangan kualitas yang handal dan bersifat sinambung. Dalam

penyelenggaraarurya, penerapan kriteria keberhasilan ini hendaknya selalu

didasarkan pada dua aspek yang saling komplementer, yaitu keberhasilan

internal yang menyangkut aspek penyelenggaraan proses belajar mengajar

untuk mengembangkan potensi siswa, dan keberhasilan eksternal yang

menyangkut sumbangan positif sekolah dalam kaitan dengan produktivitas

lulusannya di'lapangan kerja. Kedua kriteria keberhasilan tersebut menurut

Finch (1984) merupakan dua sisi mata uang yang harus tercermin dalam

visi dan misi pendidikan menengah kejuruan.

Pengukuran kinerja sekolah ini menyangkut mekanisme penilaian

sekolah yang lazim disebut dengan istilah akreditasi. Permasalahan yang

timbul adalah bahwa konsep, penerapan dan interpretasi dari istilah ini
sangat bervariasi dalam konteks pendidikan kejuruan di Indonesia. Sebuah

penelitian lapangan di Indonesia (Boediono, dkk.: 1992) menunjukkan
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bahwa tidak ada perbedaan karakteristik pemekeqaan (employmenr

characteristics) lulusan antara sekolah-sekolah keluruan )ang telah

diklasifikasikan sebagar sekolah 1'ang "baik". "sedang" dan "kurang'' Hal

ini memunculkan berbagai pertanyaan seputar akredrtasr sekolah kejuruan

di Indonesia. antara lain arti. maksud. knteria. cakupan dimensr rang

diniiai. dan pelaksanaan akreditasi rtu sendrn Dr samping rtu. hasrl

penelitian tersebut juga dapat ditafsirkan belum tersedianva instrumcn rang

mantap untuk membedakan kinerja sekolah, dalam hal ini untuk drmensi

kemampuan lulusannva.

Kelemahan dari segi instrumentasr ini akan menjadi fokus paparan

dalam artikel ini. terutama dilihat dan perangkat peraturan vang ada dan

penerapannya di lapangan -yang kadang-kadang lebih menonlolkan segi

kepraktisan dan kemudahan implementasi dari pada berpegang pada jirva

peraturan sebagaimana yang diharapkan. Berturut-turut akan dikemukakan

makna konseptual dan kajian pustaka men-vangkut konsep akredrtasr-

dilanjutkan dengan suatu analisis data sekunder penerapan akreditasi

sekolah yang dalam hal inr mengambil setting di Propinsi Jau'a Barat. dan

diakhin dengan sumbangan pemikiran untuk penvempurnaan srstem dan

mekanisme akreditasi sekolah kejuruan untuk dipertimbangkan dr masa

yang akan datang.

Kesenjangan Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Kerja
Salah satu karakteristik pembangunan nasional dr Indonesra adalah

kemajemukan dimensinl,a dan kompleksitas c:kupanx\.a- r.ang mengha-

ruskan berbagai sekor secara interdependent berlalan bersama-sarna dalam

menghadapi tantangan untuk mencapai tuluan Untuk kalangan pendidrkan"

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologr vang tercermin dalam

dinamika dunia kerja merupakan tantangan besar vang menuntut kepekaan

dan sikap tanggap -vang dinamis. Keterkaitan antara dunia pendidikan dan

kebutuhan dunia ke4a inilah yang dr beberapa negara tetangga telah

menurlukkan peran yang sangat nvata dalam menuniang pertumbuhan
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ekonomr dan kemajuan bangsa Hal inipun sebenarnya sudah diamanatkan

dalam GBHN 1993 rang menvatakan bahwa perluasan kesempatan kerja

dan pembinaan sisteem pendidikan vang rnampu menghasilkan tenaga kerja

-".-ang drperlukan harus dilaksanakan secara bersama dan serasi.

Dalam memorandum pandangan BPPN (Badan Pertimbangan

Pendidikan Nasional) \'ang menvangkut masalah pendidikan dan dunia

kerja. disinvairr adanva dua masalah pokok ,vang menggambarkan

kesenjangan antara seklor pendidrkan rian ket*nagakerjaan (Makagransar.

1992) Pertama- kecilnva peftamhrahan lapangar kerja dibandingkan dengan

lalu pertumbuhan jumlali iulusan sebagai akibat laju pertumbuhan ekonomr

vang berkrsar antara lima sampai tutuh persen Yang kedua. adalva

ketidaksesuaian antara jerus pengetahuan akademik maupun keterampilan di

sekolah dengaan vang dibutuhkan oleh dunra kerja. Kesenjangan kuantitatif

ini scmpat memicu pcningkatan partisipasi swasta dalam mendirikan

sekolah dan trngkat dasar sampai perguruan tinggr. r ans sudah tentu

memmbulkan masalair pengendalian mutu vang tidak sederhana. Dalam

aspek kualitatif. scmpat muncul polemik tentang klasifikasi lulusan

pendidikan. dengan maraknya perdebatan tentang istilah "siap pakai", "siap

latih" dan "siap dilatih kembali" Agaknya pihak-pihak yang berpolemik

menvadari betul betapa mendesaknya kebutuhan akan tenaga terampil.

tetapi tiCak menutup kenvataan sulitn-_va penvesuaian di tempat kerla dan

sangat cepatnva kctcrampilan dan pengetahuan menjadi usang (obs1ieta)

karena perubahan vang sangat dinamis.

Di satu pihak ada keingrnan _vang terlalu jauh untuk mengsubordi-

nasikan sistem pendidikan di bawah kendali kebutuhan ketenagakerjaan.

tetapi di lain pftak ada tindakan vang didasarkan pada asumsr bahwa

keduanva adalah dunia terpisah t'ang tidak perlu dipaksakan pertautarmva

dalam penvelenggaraan operasional sehari-han.

Pendidikan keluruan diselenggarakan dengan maksud mempersiap-

kan siswa untui.: memasuki lapangan kerla serta mengembangkan sikap

profesronal (PP Nomor 2q11990 Pasal 3 a-vat 2) Meskrpun penafsiran bunvi
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pasal tersebut dikaitkan dengan pemcnuhan kebutuhan tenaga ti:rarnpil

dalam bidang dan tingkat tertentu. namun penekanan utama adalah pada

kemampuan lulusan sekolah keluruan'ang siap dilatih untuk menr.'esuaikan

dengan konteks pekerjaan di industn. dan srap dilatih kembali untuk

mengantisipasr pcrkembangan dunia usaha rang pesat dari u'al-tu kc rvaktu.

misalnva dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan lanjut di brdangnva

Dalam pcngertran vang luas dan penuh antisrpasi. pendidikan keluruan vang

tumbuh dari kebutuhan nvata di masr arakar rnr drciefinrsikan sebasar

berikut.

....vocational education and occttpononal eciucctfion are intended

to mean anr form o.f education. traintng snd re{ratning desrgned to

prepare persons to enter or continue in paid employment m any recog-

nrzed occupatron (Calhoun and Ftnch. 1976 . 3)

Kerancuan timbul dalam penlabaran definisi tersebut menjadi

program pendidikan dan pelatihan. antara lain di Indonesia ]'ang
menempatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerla dalam dua departemen

vang berbeda. yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudar.aan dan Depar-

temen Tenaga Kerya. Pemerintah telah berusaha membuat klarifikasi dan

mengatur penvelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain

leil'at peraturan pemerintah yang relevan. PP Nomor 29 Tahun lqS0

mengatur tentang Pendidikan Kejuruan, PP Nomor 7 1 Tahun l gg l
mengatur tentang Latihan Kerja. sedangkan PP Nomor 73 Tahun l99l
mengatur tentang Pendidikan Luar Sekolah. Namun demikian. pertautan

kepentingan antar unit kerja yang berbeda tersebut tetap sala memunculkan

nuansa persaingan bidang garapan program dan menimbulkan kesulrtan

koordinasi Tidak jarang dijumpai beberapa instansr membuat program

r,ang hampir saJna dengan target sasaran vang sama pula- dan banvak

dilumpai metode pelatihan vang tidak beri;eda jauh dengan metode untuk
pendidikan. padahal sifat. waktu dan tuluan program lelas harus dibedakan
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Pada waktu akhir-akhir ini. ada usaha dari pihak Departemen

Pendidikan dan Kebudal'aan untuk mengadakan kaji ulang kebijakan

pemerintah tentang pendidikan kejuruan menghadapi dinamika perkembang -

an masl'arakat terutama dunia kerja. Satuan tugas (las& ./rtrce) tang
rronEgarap masalah ini (Task Force TVE Policr.,Devclopment. 1995) antara

iain menghasilkan tigabelas rumusan kebr.lakan. satu di anraranva adalah

rrrkomcndasr untuk mengintegrasikan pendidikan dan pclatihan dalanr

pcrsp*ktif cognitive sciencc Hal int senada dengan berbagai pemikiran dr

iu;1" ncge n t'ang mendeteksr pe rsoalan ),ang sama (Raizcn. l 989)

Retric,rnendasr iain vang akan rnempunyai rmplikasi luas adalah kcbijakan

kurikulum vang sepenuhnya akan mengacu kepada seperangkat bakurnutu

nasional. bark dalam desarn maupun implementasr )'ang berorientasi kepada

kompctcnsr Pada u,aktu tulisan ini dibuat. tindak lanjut dari berbagar

rekomcndasi terscbut masih belum nampak secara nvata. mcskipun usaha-

usaha pengembangan dan rintisan dalam bentuk pilol project teru-s

senantiasa dilakukan

Adalah suatu realttas obvektif bahri.a kriterra kebcrhasilan

pendrdikan kejuruan tidak dapat han1,a dinilai berdasarkan upava-upa),a

sepihak untuk selalu mengadakan penyempurnaan sistem. strategi dan

kebrjakan operasional di sekolah. Apresiasr masy,arakat terutama pemakai

lulusan. akan juga dipengaruhi oleh dinamika dan dava serap lapangan

kcrfa. sehurgga pemikiran tentang akreditasi sebagai suatu konsep penilaran

krner.la sekolah hanva akan berfungsi optimal jika rnempertimbangkanjuga

fakror-faltor ckstemal vang erat kaitannva dengan hal-hal tcrsebut

Sistem Akreditasi: Konsep Kualitas Sekolah

Salah satu pen.vebab rcndahnva apresiasi masl.arakat terhadap

pendrdikan kejuruan adalah tidak adanya ukuran 1'ang baku dan fungsronal
untuk menilai keberhasilan suatu sekolah kejuruan. Evaluasi !,ang
dilakukan masvarakat kemudian terkesan semena-mena dan sarat dengan

muatan kepentingan vang antara satu dengan lainnva mungkin berbeda.
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Keberhasilan beberapa sekolah yang sudah dikenal reputasinva olch dunra
usaha dan industri mau tidak mau dapat tenggelam dalam generalisasi r,ang
berlebihan tentang kegagalan dan rendahnra mutu lulusan pendidikan
kejuruan- vang pada dasamya dirn'arnai oleh banr aknl'a sekolah vang tidak
memenuhi persyaratan untuk men'elenggarakan program pendidikan
kejuruan. Tudingan inilah vang kemudian diikuti dengan upava remedial
berupa tambalsulam kurikulum dan berbagai penataran guru dengan bra'a
vang sangat besar dan hasil 

'ang 
masih drragukan kcefekifannl a

Dalam hubungan ini memang para ahii nampaknra sepakat (Frnch.
1984. Sukamto" 1988. dan McMahon. E/ al.. 1992) bahria keberhasilan
pendidikan kejuruan harus dinilai mempergunakan kritena vang lebih
kompleks dibandingkan kntena penilaian terhadap sekolah menengah
umum. Kriteria tersebut mencakup indikator kebcrhasilan dalam
penvelenggaraan proses pembelajaran dan indikator keberhasilan dalam
membantu lulusannva memasuki lapangan kerja. Bahkan perlu juga dilihat
ke.lclian dan kepekaan sekolah dalam menafsirkan '-msrker .vgnal" untuk
tetap mempertahankan dan meningkatkan efer.tivitas program cli sekolah
Srvanson (1984) mengemukakan konsep educatronar excellence dengan
menekankan dimensi dan kategori yang dapat difungsikan sebagai takso-
norni penilaian kualitas. Taksonomi tersebut meliputi keunggulan dalam
dimensi siswa'ang memasuki sekolah. kelembagaan. program dan sistem-
nva. walter (1983) mengemukakan delapan kriteria atau aspek'ans harus
dimasukkan dalam akreditasi kelembagaan pendidii;an guru. r.aitu (a) orga-
nisasi. (b) kurikulum, (c) kegiatan pemberajaran. (d) staf pengajar. (c) ra-
vanan peserta didik. (0 fasilitas pendidikan. (g) dukungan bia'a penve-
lenggaraan. dan (h) sistem evaluasi. Boediono. dkk (1992) menggunakan -54

indikator untuk menetapkan peringkat sekolah- r.ang dikclompokkan ke
dalam tiga katego.. vaitu (a) karakteristik sekolah. (b) krakteristik guru"
dan (c) karakteristik siswa.

Kesamaan dari literatur vang dikaji tersebut dr atas adalah masih
dominannl'a paradigma input-proses dalam penilaian kualitas. 1'ang di muka
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sudah diutarakan ketimpangannya: Ketidaktepatan ini sudah dikonfirmasi

melalui suatu penelitian yang sudah disinggung di bagian pendahuluan

(Boediono, dkk.:1992). Perbedaan kategori sekolah baik, sedang dan kurang

menurut penilaian tersebut tidak diikuti dengan perbedaan kine{a lulusan di

dunia kerja, dalam hal ini diukur dari rerata penghasilan, indeks penyerapan

lulusan memasuki lapangan kerja, dn waktu tunggu sejak lulus sekolah

kejuruan sampai mendapatkan peke4aan pertama. Temuan penelitian ini

sekaligus mengangkat masalah validitas prediktif sebagai salah satu kriteria

penentuan peringkat sekolah kejuruan.

Implementasi Akreditasi Dan Realitas di Lapangan

Kebutuhan akan adanya sistem akreditasi yang mantap untuk lebih

mendekatkan jurang pemisah antara masyarakat pemakai dengan penghasil

tenaga kerja sudah lama disadari oleh kalangan pengambil kebijakan

pendidikan. . Istilah akreditasi tadinya erat terkait dengan pemberian status

terhadap sekolah swasta, sebagaimana termuat dalam dua Surat Keputusan

Direktur Jenderal Dikdasmen, yartu SK Dirjen Nomor 0I9lClKeplL983

tentang Standarisasi Sekolah Swasta dan SK Dirjen Nomor

020 I CII<epl I 983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta.

Produk hukum yang paling mutakhir adalah ketentuan akreditasi sekolah

yang termuat dalam Pasal24 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990

tentang Pendidikan Menengah. Pasal ini antara lain menetapkan sistem

akreditasi sebagai penilaian terhadap sekolah menengah dengan maksud

untuk menetapkan peringkat sekolah tersebut dalam rangka pembi-naan.

pemeliharaan mutu, perlindungan masyarakat, dan pengaturan mobilitas

atau mutasi siswa antar sekolah.

Komponen sekolah yang dijadrkaii taktor pene"ntu jenjang akreditasi

ada tujuh macarn, yaitu meliputi: (a) Administrasi sekolah, (b) Kelemba-

gaan, (c) Ketenagaan, (d) Kurikulum, (e) Siswa, (f) Sarana dan prasarana ,

a* G) Situasi umum. Pemberian nilai untuk masing-masing komponen

r16
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tergartung dari banyaknya sub-sub komponen -vang dinilai dan bobotnya.

dan dapat dilihat dalam Tabel I

Meskipun secara teoritis pedoman pelaksanaan tersebut sudah

sangat ideal, tetapi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai kendala.

Pertama adalah asumsi lama yang menganggap bahwa yang perlu dikenai

akreditasi adalah sekolah swasta, sehingga ketika aturan itu diterapkan di

sekolah negeri banyak hal yang harus ditambah atau disesuaikan. Kedua

menyangkut metodologi pengumpulan data yang memerlukan waktu lama

dan biaya cukup besar. Ketiga adalah kendala praktis yang didasarkan

asumsi bahwa sekolah yang baik adalah yang siswanya mencapai NEM
lnilai ebtanas murni) tinggi di akhir program. Dengan sendirinya banyak

pihak, terutama Kanwil Depdikbud dan masyarakat awam, yang mendasar-

kan penilaian terhadap sekolah dari aspek yang ketiga ini, yang meskipun

kurang lengkap tetapi menjawab secara praktis dan cepat keinginan untuk

mengetahui peringkat sekolah yang ada.

Sebagai ilustrasi disajikan data sekunder peringkat sekolah kejuruan

di Propinsi Jawa Barat yang drdasarkan pada Laporan dan Pengolahan

tt7

Tabel 1. Komponen dan Bobot Penilaian Akreditasi Sekolah

No. Komponen Yang Dinilai Jumlah

Subkomponen

Nilaimaksrmum

I Administrasi Sekolah l0 l;100

2 Kelembagaan ) 800

J Ketenagaan 9 r 900

4 Kurikulum l2 I 800

5 Siswa 9 1200

6 Sarana dan Prasarana t4 2100

7 Situasi Umum 7 800

Jumlah 66 Maks. 10.000

Sumber : Soetjipto, 1992 : hal. 53-56.
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Hasil Ebtanas Propinsi Jawa Barat 1993-1994. Tabel 2 , Tabel 3 dar Tabel
4 masing-masing menunlukkan perolehan NEM dan peringkat sekolah untuk

SMK Rumpun Teknologi. Ekonomr. dan Pariu'isata

Tabel 2. Perolehan NEM dan Peringkat Sekolah Kejuruan
Teknologi (STM)

R -- peringkat sekolah dihitung untuk seluruh sekolah negeri dan ,wasta .ydng
jumlahn.va l'[ - 373

lt8

No. NAMA SEKOLAH
PMP BAHASA

INDONESiA
TOTAL

NEM R NEM R NEM R

0i STMPemb.Bandung 7,05 I 7,42 4 14,47 I

02 STMPenerb. Bandung 6,56 2 7.r5 ll 13,71 4

0i STM N Cianjur 6.29 9 6.10 143 t2,39 34

04 STM N Ciamis 6,17 t4 6.76 35 12,93 l3

0-5 STM N Cirebon 6,06 l9 6.91 20 12,97 t2

STM N 5 Bandung 6,05 20 6,72 39 12,77 l9

07 STM N 1 Bandung 5,92 29 6,38 81 12,30 40

08 STM N Majalengka 5,91 3l 6 3'l 89 12,24 44

09 STM N Bekasi 5,84 36 6,22 tt'l 12.06 64

t0 STMN Garut 575 44 6.3 3 90 12.08 6l



Jurnal Kependidikan, Edisi Khusus Dies, Tahun XXWil, lggg

Tabel3. Perolehan NEM dan Peringkat
Sekolah Kejuruan Ekonomi (SMEA)

R - peringkat sekalah dihirung untuk seluruh sekolah negeri dan sv,asla .yang
Jumlahnva li - 373

Tabel4. Perolehan NEM dan Peringkat
Sekolah Kejuruan Pariwisata (SMKK)

R - peringkat sekolah dihitung unluk seluruh sekorah negerr dan swasra yong
jumlahn.va .\' . 373
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No. NAMA SEKOLAH
PMP BAi{ASA

hIDONESIA
TOTAL

NEM R NIEN{ R NEM R
0l SMEA N Bogor 6.43 1 1.12 t2 13.55 6
02 SMEA N Ciamrs 5..10 ) 7.01 t6 i -1.+ I 8
03 SMEA N Rangkasbitung 6.21 11 6.58 5l i 2.82 tft
04 SMEA N Cianlur 6.l-5 15 7.0,1 l+ 13.19 lI
05 SMEA N Karawang 6.0'7 t'7 6.77 )l 12.8:l l5
06 SMEA N Garut 6.02 !) 6.62 19 i./-o+ 26
07 SMEA N Tasikmalaya 5.9'7 26 7.3s 6 13.32 9
08 SMEA N 2 Bandung 6.05 2t 6,55 6l 12.60 28
09 SMEA N Sukabumi -5,04 35 7.45 3 t3.29 l0
l0 SMEA N Sumedang 5 ?',t l1 6,87 2l 12.60 29

No. NAMA SEKOLAH
PMP BAHASA

INDONESIA
TOTAL

NEM R NEM R {E}l R
0i SMKK NBosor 5,9,1 28 6.58 5rl 2.52 3l
a) SMKK N Cirebon 5.80 40 6,11 2.51 30
03 SMKK Purwakarta 5;74 46 5_44 323 1.18 162
04 SMKK Nl Banduns 55q 65 6.15 37 -.-1+ 38
05 SMKK N Baleendah 6"56 60 2.09 60
06 SMKK Barananssians 5 Ji 90 l la 1.65 91
0'7 SMKK N Sukabumi 5 ,)S 142 1.t2 1? 2.37 36
08 SMKK N Garut 5.23 t49 6. t0 t-1 -5 1.3 3 l3,l
09 SMKK N Cimahi 5,13 172 5.98 188 180
l0 SMKK N Tanserans 4.99 214 571 255 0.72 248
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Dari tabel-tabel tersebut di atas segera nampak bahwa indikator
perolehan NEM siswa tidak dapat memberikan gambaran yang conclusive
tentang peringkat mutu sekolah secara keseluruhan. Dari dua matapelajaran
yang diujikan saja sudah nampak betapa sulitnya menyimpulkan peringkat

suatu sekolah. apalagi kalau ditambalrkan matapelajaran lainnya yang

dianggap lebih mencerminkan pelajaran kejuruannya, yaitu yang diujikan di
masing-masing rumpun sekolah kejuruan. Dengan kata lain alasan kemu-
dahan pengumpulan data dan kepraktisan untuk diinformasikan kepada

masyarakat adalah alasan yang tidak tepat, karena data atzu informasi
tersebut akan memberikan distorsi yarg sangat menyesatkan. Dan memang

dalam pedoman pelaksanaan akreditasi, prestasi siswa hanyalah mewakili
satu butir dari komponen kurikulum dan komponen kesiswaan yang jumlah-
nya masing-masing duabelas dan sembilan butir.

Ada yang berasumsi bahwa NEM pada hakekatnya mewakili
keadaan sekolah dalam aspek-aspek kemampuan guru, kelengkapan sarana

prasarana, potensi sisswa dan intensitas proses pembelajaran. Namun harus
juga disadari bahwa menentukan peringkat sekolah dengan indikator NEM
ini berarti terlalu menyederhanakan persoalan kualitas sekolah, mengingat
faktor-faktor lain yang ikut menentukan perolehan NEM siswa yang mung-
kin samasekali di luar kemampuan kendali sekolah. Belum lagi kalau
dipertrmbangkan sejauh mana indikator ini menunjukkan kemampuan
lulusan dalam bersaing memasuki lapangan kerja. Perlu diingat bahwa data
yang dikutip di atas memang tidak dimaksudkan sebagai mekanisme resmi

akreditasi sekolah kejuruan di Propinsi Jawa Barat, tetapi diteliti dan ditulis
untuk artikel ini sekedar untuk menggambarkan implikasi berypa kemung-
krnan distorsi vang akan dimunculkan jika indikator itu digunakan untuk
menginformasikan mutu sekolah kepada masyarakat.

Sebagai gambaran untuk menambah argumentasi mengenai

kelemahan dan distorsi indikator kualitas ini, dalam Tabel 5 disajikan
korelasi tatajenjang untuk mengungkap hubung;an antara peringkat NEM
sekolah dengan indikator lain, yaitu indeks kualitas sekolah yang didasarkan

DA
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pada gebungan indikator kuaiifikasi dan kemampuan kepala sekolah dengan

kelengkapan sarana prasarana dan krnerja sekolah. Data vang drsebut akhir

ini adalah hasil olahan dari Laporan Studi Direkorat Dikmcnjur tentang

hubungan antara karakteristik kepaia sekolah dengan kualitas sckolah

(Dikmenjur. 1996). Indikator karakteristik kepala sekolah sudah mempcr-

hitungkan profil kemampuan )'ang mencakup tujuh macam peran kepala

sekolah kejuruan. yaitu sebagai (a) manaler. (b) pemrmpin. (c) adminis-

trator- (d) r,virasr,astawan" (e) supen'isor. (fl pembina tklrm kerla. dan

(g) pendidik Studi selengkapnl'a dilakukan oleh suatu Tim Penrusun Profi1

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (IATVEP-B. 11995).

Tabel5. Korelasi Tatajenjang Peringkat NEM
dengan Indeks Mutu Sekolah

Catatan : Rl peringkat sekolah menurut perolehan lttEl{ di anlara sepuluh
SLIK

R2 - peringkat sekolah menurut indeks gabungan indikator kepala
sekolah - sekolah

Dari tabel di atas ternyata korelasi antara kedua peringkat tersebut

menunlukkan angka yang signifikan untuk kelompok Sekolah Menengah

t2t

mung-

kalau

irnpuan

ra data

: resmi

L drtulis

lmung-

L untuk

:ngenai

sajrkan

: NEM

sarkan

Nama Sekolah
(SMK Teknologi) R1 R2

Nama Sekolah
(SMK Ekonomi) R1 R2

STMPemb.Banduns I z SMEA N Bogor I 1f

STMPenerb. Bandung 2 6 SMEA N Ciamis 2 I

STM N Cianjur 6 1 SMEAN Rangkasbitung 1 4,5

STM N Ciamis 4 I SMEA N Cianiur 5 10

STM N Cirebon -1 4 SMEA N Karawang 6 8

STM N 5 Bandung 5 4 SMEA N Garut 8 4.5

STM N I Bandung ,7
4 SMEA N Tasikmalava 3 8

STM N Maialenska 8 8 SMEA N 2 Bandung 9 8

STM N Bekasi 10 9 SMEA N Sukabumr 1 6

STM N Garut 9 l0 SMEA N Sumedang l0 )5
Indeks korelasi p (rho) : 0.7-58

P < 0.05
Indeks korelasi p (rho):0.309

P > 0.05
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Keluruan Teknologi (STM), tetapi tidak signiifikan untuk kelompok

sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi. Data ini menunjukkan sekali lagi

bahu,a NEM belum dapat dipakai sebagai kritena trkuran untuk menen-

tukan peringkat sekolah secara mantap. terbukli hubungannnl,a dengan

indikator kepala sekolah dan sekolah yang komponen butir-butirnya meng-

gambarkan karaktenstik sekolah secara lebih komprehensif temyata tidak

kcnklusrf Padahal kalau melihat indikator yang digunakan untuk menen-

tukan karak-terrstik kepala sekolah. dr dalamnl,'a sudah tercakup orientasi

drrnra kerja. misalnya pada butir kepemrmpinan dan wawasan manajerial.

serkr liwa keu,iraswastaan yang erat kaitannya dengan tugas sekolah

kejuruan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan mandin.

,{kreditasi Sekolah Kejuruan Berorientasi Dunia Kerja
Sebagai tindak lanjut untuk mendasari perubahan sistem akreditasi

-vang diusulkan lewat tuhsan rni, perlu dicermati apa yang diamati oleh

Resmck (1987) tentang disfungsionalisasi pembelajaran di sekolah untuk
crterapkan di dunia kerja. Penelitiannva menunjukkan bahwa seseorang

akan berbeda dalam cara belajarnya dan cara mempergunakan pengetahuan-

nva. antara waktu belajar di sekolah dan waktu bekerja di dunia kerja.

Empat macam perbedaan ini menyangkut: (l) pembelajaran <li sekolah

memfokus pada prestasi perorangan. sedangkan kebanyakan setting di luar
sekolah memerlukan prestasi bersama (shared performance)-. (2) niodel
pembelajaran di sekolah menekankan evaluasi atau tes tanpa bantuan alat.
sedangkan di lapangan kcrja terutama untuk ketermpilan tinggi disediakan

bantuan alat-alat pendukung kemampuan kognitii (3) pembelajaran di
sekolah lebih dominan pada abstraksi pemikiran simbolik. kadang tanpa
mcmpertimbangkan ob1,ek dan situasi yang dal;un pekerjaan sangat

membantu fonnuiasr perrnasalahan -yang dihadapi: dan (4) kemampuan di
sekolah bersifat umum (decontextualisedl. sedang di tempat kerla
pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kinerja 3,ang optimal selalu

bersifat terkait dengan situasinya.
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usulan yang ingin dikemukakan secara konkrit dalam rnodel
akreditasi sekolah kejuruan adalah penambahan indikator vang mencer-
minkan kemampuan sekolah dalam mengantrsipasi perubahan dr dunia
kerya, yang kemudian direfleksikan dalam kemampuan lulusan 1,ang bersifat
latent. transferrable. dan dapat drkembangkan secara mandiri menghadapr
situasi di dunia kerja. Meskipun indikatom'a secara nnci perlu dikembang-
kan lebih lanjut dengan metodologi 

'ang cermat. tetapi beberapa vanabel
vang diusulkan dalam tulisan inr untuk dimasukkan dalam butir akreditasi
(ditambahkan dalam butir 

'ang 
sudah ada sekarang) tidak terlepas dan

paradigma kualitas sekolah vang menvangkut kualitas konteks sekolah.
kualitas masukan, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas keluaran vang
tercermin dari kemampuan lulusannl,a. Secara rinci hal ini dijabarkan dalam
Tabel 6. Secara metodologis. variaber, indikator dan teknik pengukurannva
memerlukan studi lebih lanjut yang sekarang sedang dalam tahap peren-
canruul oleh penulis.
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Tabel6. Butir Akreditasi rambahan dengan orientasi Dunia Kerja

Butir Akreditasi atau Indikator
Perlu Ditambahkan

(a) Hubungan dengan setting DUDI, (b) Track record
interaksi dengan DUDI; (c) Ikiim keu'iraswastaan di
sekolah
(a) Dukungan DUDI terhadap sekolah; (b) Benhrk-
bentuk kemitraan dengan DUDI; (c) Jaringan

ia di DLIDI
PROSES

PEMBELAJARAN
(a) Integrasi Pengalaman Lapanganprakteklndustn
dalam proses pembela-jaran. (b.i intensitas pelaksana_
an PSG; (c) Program penunjang sepertijob seeking
skill dan job-keeping skill serra bimbingan karir

KELUARAN
&ULUSAN)

(a) Uji kemampuan profesi lulusan; (b) Kemampuan
adaptif lulusan; (c) Daya serap lulusan di DUDI,
(d) waktu tunggu: (e) Indeks Relevansi Kemampuan
Lulusan memasuki DUDI: (f) Dokumen alumni di
DUDI
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Setenarn''; indikator-lndikator tersebut masih bisa ditambah lagi

mengingai kompleksnra persoalan mutu sekolah dilihat dari berbagai

kepentingan Nan:un untuk suatu studi yang bersifat developmentai 1-utg

tcntunra iner-nakan u.aklu dan bial'a vang tidak sedikit. arvalnr,,a harus

dimulai dengan sedikit dahulu untuk kemudrar: dikembangkan lcbih lanlut

sesuai dcngan temuan di lapangan.

Kesimpulan
Tulisan ini berangkat Cari kerisauan ta;itang kesenjangan yang lebar

antara apa val1g dihasilkan sekoiah kejuruan dewasa int dengan apa -vang

dibutuhlian oleh dunia kerja dan industri. Koseuaian antara keduanl,a akan

dapat didukrng oleh tersodianla informasi tentang akreditasi mutu sekolah

1'ang berfungsi ganda. Di satu sisi, akreditasi dapat digunakan oleh industn

sebaga-r pertrmbarrgan rekrutmen calon tenaga kcrja vang mempunl'ai dasar

emprrik kuat sebagar indikator kualitas lulusan vang dihasilkan Di sisr lain.

akri:ditasi dapai drgunakan cleh Dcpartemen Pendidikan da* Kebudayaan

scbagar sarana pembinaa-:-r dan pengembangan sekolah n:enuju tercapainra

nusi penveienggaraan sekolah kejuruan secara optimal.

.dpabila dalain pelaksanaan sekarang ban1,'ak ditempuh cara praktis

untuk menentukan peringkat sekolah, antara lain lewat perolehan NEM
sis'uva Caiam sctiap kali ulian Ebtanas. hal itu harus difahami dalam konteks
'ir.r;;'":rbatasan 

meka.nrsme akreditasr vang ada dan kecenderungan mas_varakat

untuk ingin mcrnpeioleh informasr peringkat sekolah dalam waktu rslatif
cepat. Namun hal ini Jangan menutup kcnvataan bahwa rnformasr tersebut

dapat mcnirnbulkan distorsr dan kemungkinan daya prediktifu.va rendah.

apalagr jika dikaitkan dengan indikator sekolah lainnva. ),ang secara logika

harusnya berkaitan erat dengan perolehan NEM.
Khusus unhrk akreditasi sekolah menengah kejuruan, mengingat

posisinya vag sangat strategrs untuk mempersiapkan calon tenaga kerja

terdidik ),ang ierarnpil sebagai tenaga pelaksana pembangunan, perlu

ditarnbahkan butir-butir indikator akreditasi vang beronentasi kepada dunia

r24
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usaha dan industri. sebagaimana diusulkan di atas Pengembangan indikator
ini perlu melalui metodologi pengembangan dan verifikasi empirik yang

cermat. karena pentingnva fungsi akreditasi sebagar rnformasi bagi dunia
kerja dan bagi masyarakat. dr samping sebagai sarana pemngkatan mutu

sekolah melalui proses pembinaan yang berkesinambungan.
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